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Kepatuhan perpajakan dapat didefiniskan sebagai suatu keadaan dimana

wajib pajak memenuhi semua kewsjiban perpajekan dan melaksanakan hak
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perpgjakannya (Nurmantu, 2005:148). Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak
adalah faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern (Harahap, 2004: 43).
Jika kepatuhan pajak tersebut dapat diwujudkan, maka penerimaan pajak
berpotens meningkat. Harahap menegaskan bahwa apapun sistem dan

administrasi pgjak yang digunakagfika kepatuhan dapat diwujudkan, maka

penerimaan pajak akan ting gara demokratis, aspek kesadaran
dan kepatuhag Wi mengingat faktor
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 mengatur empat
persyaratan agar dapat dikatakan sebagai wajib pajak patuh. Keempat persyaratan
tersebut adalah (1) tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan; (2)
tideak mempunyal tunggakan pgak untuk semua jenis pajak, kecudli tunggakan
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pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran
pajak; (3) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga
pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian

selama tiga tahun berturut-turut; dan (4) tidak pernah dipidana karena melakukan

tindak pidana di bidang perpajakapdligrdasarkan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukugi aktu lima tahun terakhir.
Usahg 1 ; 3 an wajib pajak agar
patuh daleg

Bro Te

ang mudah.

lepas

g

yar pajak scdemikia g, sehingga

b di ki inal

ya mereka cende eloloskan dir
ahtern sege dan sg g masat

l5jib pajak akafl selal a untllk meloloskan B

pajaknya, i
q D t -

SA

< { o sy e

esarnya

penyuluhan, p

pa lapat
adalah tingkat

Paikan SPT secara
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tepat waktu. Semak N0 g SE tharapkan semakin tinggi
pula tingkat kepatuhan Wagjib paak dalam melaksanakan dan memenuhi
kewajiban perpajakan. Hal yang terpenting adalah, apakah kepatuhan wajib pajak
sudah mendukung pelaksanaan Self Assessment System tersebut, sehingga pajak
terutang yang dihitung oleh wajib pajak sesua dengan ketentuan peraturan

perpajakan yang berlaku.
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Kepatuhan wajib pagjak harus sesuai dengan asas keadilan dalam pungutan
pajak, sehingga para petugas pajak sebaga administratur perpajakan perlu
mengupayakan hal tersebut sebagai bagian dari administrasi perpajakan. Menurut
Mansury (1994: 43-44), adatiga pengertian administrasi perpajakan:

g diberi wewenang dan tanggung jawab

"(1) suatu instansi atau badan
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yang mel f : Da i bawah Departemen

Di deral Bea dan

Ke 0 3
\ s of! . g bekerja
: . poutan

ansi

apai
.,e-

an  deng engert] t, Direkto
padan penyelengera p afilejak rEMpunyai sasard
D a Pemajaka I Dha % t ada
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ciptaka

donesia

| bung

jawab y& : ' e & dan bersama-
sama mela BNghitung  sendiri,
membayar sendirl ol PAek yang terutang. Peran
administratur perpajakan dalam sisterm ini adalah melakukan pembinaan secara
luas, balk terhadap wajib pajak maupun anggota masyarakat lainnya agar
memahami undang-undang perpgakan, sehingga dapat memenuhi kewagjiban

perpajakan sebagaimana mestinya.
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Direktorat Jenderal Pajak telah memiliki dasar hukum untuk mewujudkan
Tri Dharma Pemajakan. Hukum positif yang berlaku saat ini mengatur pihak-
pihak yang menjadi subyek pajak.

Subyek Pgjak adalah subyek hukum yang oleh undang-undang pajak
, 2000: 7). Ketentuan hukum positif

diberi kewajiban perpajakan. (M3
adang-undang Pajak Penghasilan,
yang berbu ubyek Pagjak atas
Penghasile oL ¢ : Dajak.” Pasal 2
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a tidak lebih dari
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tinggal di
seratus delgpan pull

menerima atau memperoleh penghasitan dari Indonesia tidak dari menjalankan

usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
Kewgjiban pgak subjektif orang pribadi dalam negeri dimulai pada saat

orang pribadi tersebut dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di

Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia alau meninggal kan Indonesia
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untuk selama-lamanya. Kewajiban pajak subyektif orang pribadi luar negeri
dimulai pada saat orang pribadi tersebut menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia dan berakhir pada saat tidak lagi
menjalankan usaha aau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di

Indonesia Kewajiban pajak subyektifarang pribadi luar negeri dimulai pada saat

orang pribadi tersebut mengi eh penghasilan dari Indonesia dan

berakhir padg E e penghasilan tersebut.
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erikan. pe; 3 B’ balik. Pejabat-pejabat

yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

yang bersangkuta
perwakilan organisasi internasiond
dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di
Indonesia juga termasuk dalam kriteria yang dibebaskan sebagai subyek pajak.
Pegawai Direktoral Jenderal Pagjak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat
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Jenderad Pajak Jakarta Pusat tidak memenuhi kriteria pembebasan tersebut,
sehingga para pegawal Direktorat Jenderal Pajak di lingkungan Kantor Wilayah
Direktorat Jendera Pajak Jakarta Pusat merupakan subyek pajak dalam negeri.
Ketetentuan tersebut sangat jelas mengatur bahwa pegawal Direktorat
Jendera Pgjak di lingkungan Kant@fVilayah Direktorat Jendera Pagjak Jakarta
Pusat adalah subyek pajg at Jenderal Pajak tersebut tidak
termasuk dalag Ragai subyek pajak.
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wilayah Direktoral™Jene 2 ™ renerima beberapa unsur
Direktur Jenderal Pajak. Beberapa bentuk
penghasilan lain-lain tersebut antara lain dituangkan dalam Surat Edaran Direktur
Jenderal Pgjak. Pada tanggal 05 Juni 2008 Direktur Jenderal Pajak menerbitkan
kebijakan untuk memberikan Insentif kepada Pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

penghasilan lain-lain sesuai kebijaka

Sural Edaran ini menegaskan bahwea:
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" Atas insentif yang diterima, dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar
15% bagi pegawai golongan Ill/a ke atas dan bersifat final sebagaimana
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 dan Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 636/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember
1994.”
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dite

golongan 111/3

an Menteri
ber 19

ara rutin, se

ini secara te
K.05/2007 te

fctakan bahwa
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sebesar Rp. 15.000,08 2 piah) FrRerja.

Berdasarkan ketentuan tersebt
Jendera Pgjak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendera Pagjak Jakarta

Pusat memiliki penghasilan lain-lain di luar penerimaan rutin berupa gaji dan

terlihat bahwa setiap pegawai Direktorat

Tunjangan Khusus Pengelolaan Keuangan Negara (TKPKN). Ketentuan tersebut

Ssecara tegas mengalur bahwa alas penghasilan yang diterima oleh pegawai
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golongan Ill/a ke atas dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 sebesar 15% dan
bersifat final. Dengan demikian, untuk pegawai yang lebih rendah dari golongan
[11/a, yakni pegawai golongan I1/d ke bawah, tidak dilakukan pemotongan PPh
Pasal 21. Tidak dilakukannya pemotongan PPh Pasal 21 oleh Bendaharawan
sesuai dengan Keputusan Menteri Id@iangan Nomor 636/KMK.04/1994 tanggal
29 Desember 1994 tentangeh Renghasilan Bagi Pejabat Negara,

Pegawai Negg blik Indonesia, dan
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egtar Pasal 21 tersebut tidak
yang mengatur mengenai jenis penghasilan
yang termasuk sebagai obyek PPh. Ketentuan dalam Pasal 4 UU PPh tersebut
masih diakomodir dalam Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor
636/KMK.04/1994 yang meminta agar Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil,

O

bertentangan dengan Pasal 4 UU PP

Anggota Angkaian Bersenjaia Republik Indonesia, dan Pensiunan termasuk janda
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atau duda dan/atau anak-anaknya menerima atau memperoleh penghasilan lain
selain penghasilan berupa ggji kerhormatan dan tunjangan-tunjangan lain yang
terkait yang diterima oleh pejabat negara, gaji dan tunjangan-tunjangan-tunjangan

lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan gaji yang diterima oleh pegawai negeri

sipil dan anggota Angkatan Bersenjgi@Republik Indonesia dan uang pensiun dan
tunjangan-tunjangan lain ; gan terkait dengan uang pensiun
yang diterimg Der ( ) g/atau anak-anaknya,

maka peno iSllan berupa gali

kehg > g } Bp lainnya
" : n da o ahunan

terse
or 45 tahuf il Pajak Pent

ap I oKel jata
an atas Pengl Pibebankan kef3

Jan Daer, D j akd tah tg dituang
Pasal tersebut gihenga % dalagl, ha Pejabat

i#8ipil, anggoty 96
k janda ats ga"ta

asilan lain di

a Rep Indonesia,
: Qn /i nerima atau

fhda atau duda
dan/atau (s fitambah dengan
penghasilan berup : BRger tinjangan lain yang terkait
yang diterima oleh pejabat negara,"gdl dan tunjangan-tunjangan-tunjangan lain
yang sifatnyatetgp dan terkait dengan gaji yang diterima oleh pegawal negeri sipil
dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan uang pensiun dan
tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan uang pensiun

yang diterima oleh pensiunan termasuk janda alau duda daivaiau anak-anaknya
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dan dilgporkan dalan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang
bersangkutan

Ada beberapa jenis penghasilan yang diberikan pembebasan sebagai obyek
pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-undang
Pajak Penghasilan. Beberapa peng

sumbangan, termasuk zaka

dlian tersebut antara lain bantuan atau
R badan amil zakat atau lembaga
amil zakat yag N : I B yang diterima oleh
peneri naghz: ) ) ; Rya wajib bagi
pe 3 ; i g eagamaan

NeRerima
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han lurus

SC)
i
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, kepemilika atau e . | antara pihd
tan.
Warisan, hay m& {0rs - erima oleh b
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IZEVRAN S

khusus @ BT L e @ 4{1 epada orang
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jiwa, asuransi dwigUune, "camcSilens Dedls SW@ENIOen atau bagian laba yang

anti saham ata

gan

diterima atau diperoleh perseroan t&fbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri,
koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari
penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di
Indonesia, merupakan jenis-jenis penghasilan yang diberikan pembebasan sebagai

obyek pajak penghasilan. luran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang
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pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi
kerja maupun pegawai, penghasilan dari moda yang ditanamkan oleh dana
pensiun, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan
komanditer yang modanya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan,

perkumpulan, firma, dan kongsi, gasuk pemegang unit penyertaan kontrak

investasi kolektif, penghasi giau diperoleh perusahaan modal
ventura berug 3 ) ang didirikan dan

80 memenuhi

Jaminan Sos'8
diberikg pbebas obye penghé
n ya
@i’ lingkungan tor Wile ektoradenderal Pgj

g Vo ecualikan dari

oleh Badan F

2nghasilan lain- a sctf@p pegawai Dird

termasuk dalg ng

dengan Pasal Penghasilan.

pembayaran paak telah sesuai ketentuan
Direktorat Jenderal Pagak telah memberikan kriteria untuk dapat

dikategorikan sebagai wajib pajak patuh. Keputusan Menteri Keuangan nomor
544/KMK.04/2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
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Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007, tentang Tata
Cara Penetapan Wajib Pgak dengan Kriteria Tertentu Daam Rangka
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Persyaratan wajib
pajak patuh jelas diatur dalam pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan tersebut yang

memberikan empat persyaratan yai
“Wajib Pajak deng
Wajih gk

ang selanjutnya disebut sebagai

Benuhi  persyaratan

gooran Keudl
ped o
engecualian se ahun berturut-
tidak dipi a me tinda
perpaj akagiberdas sanp@lgadilan yang t&
kekuatg % : : a waktu
tera

Dsitif

omor 6

' D. 16
Tahun 28 0K eiesi 2 Y menjadi UU.
Batas wakil ' K. fling lama 20 (dua
puluh) hari seteld™a PataS™WWokiu penyampaian Surat

Pemberitahuan Tahunan Pgjak Penghiasilan Wajib Pagjak orang pribadi, paling
lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak. Surat Pemberitahuan Tahunan
Pajak Penghasilan Wagjib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir
Tahun Pgjak harus sudah disampaikan.
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Sebagai administratur perpajakan yang baik dan profesional, petugas pajak
selayaknya lebih memahami ketentuan mengenai kewajiban perpajakan yang
harus dilaksanakan, sehingga dapat menjadi teladan bagi parawajib pajak lainnya
dalam pemenuhan kewagjiban perpajakan. Sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat

omor 7 tahun 1983 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Ung

g 6 tahun 2008, yang mengatakan
bahwa yang g S j al a petugas pajak juga
merupg Da

Al 0 e £l ()3 tentunya

(2) huruf a angka 1 Undang-undag

001,
f seb ruh
ger pemilik St saj@ pegawal D r
i| Lk & KE

ndang-undang
Pagai ap; pajak ya pg DirektO
berikan suri gielada ) hjib @@jak pada umu
' Direktorat iliki

atur dalam K

atuhan yangd

Pt dan menget

RELR

m

O / =

arik

ator di

Kontribus an_SchBgoMSIMBEr penerimaan negara dalam
Anggaran Penerimaan dan Belanjd"Negara adalah yang terbesar dibandingkan
dengan semua sektor penerimaan lainnya Redisasi penerimaan pendapatan
tersebut sangat diperlukan oleh pemerintah untuk menjalankan roda

pemerintahan, baik untuk pengeluaran pembangunan maupun pengeluaran rutin.
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Sebagian besar penerimaan pendapatan tersebut diterima dari sektor pajak,
sebagaimana tampak dalam Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 berikut.
Tabel 1.1:
Penerimaan Pgjak Periode 1994-2009

PENERIMABNDALAM NEGERI

4939194
636.153,1

A00 .oo

AN

03¢ #00 "4’% #v)' .

i —"“‘"7@ Ne—s

Sumber: Data Pokd@

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa penerimaan dalam negeri sejak tahun 1994
sampai pada rencana penerimaan tahun 2009 sangat didominasi oleh penerimaan
dari bidang perpajakan. Penerimaan bidang perpajakan selalu mencapai angka
persentasi lebih dari 50%. Persentase terendah terjadi pada tahun 2000 yang
mencapal angka 56,5% dimana penerimaan tersebut diperhitungkan hanya selama
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periode 9 bulan. Persentase tersebut mencapa puncaknya justru di tahun 2009
dimana penerimaan dari bidang perpajakan ditargetkan sampai sebesar 73.3%.
Tabel 1.2:
APBN-P 2008

ABRBARI-P 2008
rupiah)

APBN-P
A. Pendapatan_Nega 895.0

I. Peneg 892.0
1. -

a. Privatis

b. Hasil Pengelol3d .
c. Surat Berharga (Net8 117.8
d. Dana Investasi Pemerintah dan Rest. BUMN (2.8)
Il. Pembiayaan Luar Negeri (Neto) (13.1)
1. Penarikan Pinjaman LN (bruto) 48.1
a. Pinjaman Program 26.4
b. Pinjaman Proyek 217.5
2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN (61.3)

Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan -
Sumber: Data Pokok APBN-P 2008
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Tabel 1.2 menunjukkan bahwa target penerimaan PPh adalah sebesar Rp
305,0 triliun. Jumlah tersebut equivalent dengan 52,57% dari total penerimaan
pajak dalam negeri. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak penghasilan
sangat mendominasi penerimaan negara.

Bila ditelusuri lebih lanju

tersebut bersumber dari d

gnerimaan penerimaan pajak penghasilan
igas dan non migas. Dari tabel
|.2 sangat jel a8 : igas mencapal 251.4
an 82,43%.

an ganda

triliun

gipetugas
dari
a lebih me

sV sEL:

emilikan atas
fak  akg embe

N wajib pajaldll pada a délem melaksand
| . Dengan g ik§1 d 'i ja
ai Direktoral gerdl” B pKONQg3 antor Wilayah

a Pajak Joka

an yang tingg tid

figlleMm

gk di lingkungan
Kantor Wilaydtt ) | ggaKErte Pusat sebagal wajib pajak
dilihat berdasarkan jenis kelamim, golongan, lama bekerja, pendidikan, dan

gatus perkawinan?
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1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan pokok di atas maka yang menjadi tujuan
penelitian ini adalah untuk:
1. Mengetahui dan menganalisis tingkat kepatuhan kepatuhan pegawai
Direktorat Jenderal Pajak di lig gan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak Jakarta Pusat se dalam melaksanakan kewajiban

perpajaka

enderal Pajak
Brta Pusat

Jai lama

Penedlitian
ansi

Pkademis yang Oapat dicapai

f menambah ki@sanahike mefi§ienal  kepatuha

iban perpa di ] pegeri  sipil,

ngkungan Kan {ilayal

at memperka

e0awai sebagai

bagi Diré
wajib paja
penerimaan negara dart s

guna menunjang

1.5 Sisgematika Penulisan

Penulisan laporan pendlitian ini dalam bentuk tesis ini terdiri dari 5 (lima)
bab, dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Hal ini dilakukan agar
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penulisan ini lebih sistematis dan teratur. Adapun sistematika penulisan penelitan
adalah sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan

Pada bab ini digamba
permasalahan g

an mengenai latar belakang permasalahan,

B penelitian, signifikansi pendlitian,

D& SAll.

Btur yang

EE,

BB Metode Penelitia

eb ini menyal

elitian, jen

wakt glitian, AN sany etod€e

dan méetod@analis %
Pembal; &\Sl d'

Pada ini_d ; ' gambaran

tuan-ketentuan

e ill!-\ ot 1 1S

1@
Sehr: {h : | didapat dari hasil
penelitian SEhagaiMainagaitreal a bab-bab sebelumnya serta

mengajukan beberapa saran yang relevan yang dapat digunakan

Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan pegawai
paak dalam melaksanakan kewajiban perpgakan sebagai wajib
pajak.
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